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KEPUTUSAN WA;.L[KOTA DENPASAR
NOMOR 1393 TAHUN 2000

TENTANG
" PERSETUJUAN PRINSIP MEMBANGUN ~

WALIKOTA DENPASAR

bahwa untuk dapat mendukung terwujudnya Kota Denpasar sebagai
Kota Budaya sekaligus dalam rangka pelakesnasn Rencana Tatz
Ruang Wilayah ( RTRW ) Kota Denpasar maka untuk pendirian
- bangunan umum, bangunan pemiagqan dan perumahun masal perlu
ditata secara lebih terarah. -
bahwa untuk makdud tersebut pada huruf a diatas dipandang perlu
ditetapkan ketentuan tentang Persetujuan Prinsip Merabangun yiang
ditetapkan dengan Kepuusan Walikota-Denpasar.

Undang-undang INemor 1 Tahun 1992 tentang Perabentukan Kota
Denpagar ( Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Negara Nomdr 5465) ; - '

Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999  tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Tanun 1999 Nomor 80. Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3465 ) ;

Peraturan Daerah Propinsi - Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang
Bangun-bangunan ;

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 1995 tentang Ijin
Bangutt:bangunan ;

Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 19 Tahun 1995 teutang
Penerimaan Sumbangan Pihak Ket:gg. ‘Kepada Daerah ;

Peraturan Daersh Kota Denpasaf Nomor 10 Tahun 1999 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpagar ;

Peratwan Daerah Kota Denpagar Nomor 4 Tahun 2000 tentany
Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas . di
Linglamgan Pemerinta: Kota Denpasar.

MEMUTUSKAN:

. KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR TENTANG PERSETUJUAN

PRINSIP MEMBANGUN DI KOTA DENPASAR

P_asal 1

Yang dimaksud dengan :

I

Bangunan umum adalah bangunan yang berfungsi menunjang kebutuhan
linglungan yang lebih luas meliputi : rumah sakit. klinik kesehata

Sekolah, mmah bergalin, tempat- tempat kursms,. gedung / mangg:?_.‘
olah raga, panti asuhai / tempat penitipan anak, tempat praki=x dokist

L Aaraam lan lo4n
ergama aan ain-

-



(3]

Re

Bangunan perniagaan adalah bangunan yang didirikan untuk dapat
menunjang pelayanan umnn meliputi @ kantor pemasaran, toko, rumah

toko (ruke), rumah kantor ( Rukan), apotek, bangunan untuk produksi,

bcngkel mobil/motor, salon cuci mobil/motor, show room,

SPBRU(wtasiun pengisian bahan bakar) dan sejenisnya.

Perumahan magal yaitu' rerumaban yang: dibangun oleh badan ussha
atau perorangun dengun _]umh‘n bangunan mmah minimal 5 unit alaw
yang dikomergilkan.

Aspel legalitas adalah keabsahan kepemilikan lahan dan kesesuaian
dengan Réncana Tata Ruung Wilayah (RTRW).

Aspek Sosial - Budaya adulah penyesuaian bangunan yupg akarn
dibangun dengan memperhatikan kondisi sosial masyarakat, Adat
letindat magyarnkat, Kongep Arsitektur Tradisional Bali dan Kondisi
Figik Linglungan.

Aspek Keamanan dan Ketortibun adalah pengkajian terhadap darapuks
dampak yang mungkin ditimbulkan akibat usaha tersebut sepetti :
dampak lalu-lintas, keblmnmn pencemaran udara, limbah dan lain-
lain. :

Pasal 2

Setiap magyarakat / Instansi / Badan Hukum yung alan mendirikan

" bangunan umum, bangunan perniagadn “atdll penunuhan  puassal
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‘diwajibkan memiliki Persetiijuan Prinsip Mﬁmbqnglm dari Walilkota

Denpasar;

Untuk Bangunan Umum geperti » Gedung / Gelanggang Oluh Raga,
Panti_Asuhan / Temput Penitipan Anak yang menggnuslan ludan
kurang dari 500 M2 tidak memerlukan Persehijuan Prmsrp

Membangun namun tetap wajib mentaati - ketentnan  Peratoran

Perunddang - nndangan yimg berlaka.

Uptuke bangunan perniagaan_seperli @ Kantor, Toko, Runah Kantor

(Rukan), Rumah Toko (Ruko), Apotik yang menggunakan lahan kurang

dari 500 m* tidak meraerlukan Pergetujuan Pringin membangnn namun

tetap waijib mentaati ketcmuan peraturun perindang-incingan yang

beridlm

Pennohonan Persetujuan Prinsip \Iembmc;un diajukan  kepada

Walikota Denpasar Cq. Bagian Perkotoun 3etda Kota Denpasar

dengun mengisi fonnulir permohonan dan melampiriom :

A Fartu Tanda Pencuduk 7 Surat Keterangan Dotmisili

b.. Foto Copy Surat Keterangan Tanah / Sertitikat o

o. Donah Lokari, Sito I'lan, Dennh Bangunan, Tampak Samping dan
Rencand Banganan '

d. Surat Pernyataau Penyanding v

Walikota Denpasar harus sudah mengeiuarkan Keputusan terhadap

cnngn Permohonan Perast nua_r; Prir _Sln Meambanoun pnhnn lamhat 30

» Per f hangun
hari kerla terhitung sejak dilerimanyu permohom-x teraebnt;

Bawi permolonan yang setelah diadakan peaclitian adwiuistrasi dan
teknis ternyata masih terdapat kelontangan dan atan ketidak sesusian
antara keterangan tertuliy dnr\gﬂn Kenyatnan dilapangan  pemolion
diberi waldu “gélama 7 hari kerja unhik melengicps Wil Y ang
bersangkulan wajib mengajnkan permohonan itutig,




agal 3

Bangunan umum dan bangunan nerniagaan sebagaimana dimaksud pasal 2
ayat (1) diwajibkan menyiapekan te'npat parkir dengan ketentuan sabagai
berilat :

a Lantai I Minimal 20% X luas persil / lahan

b. Lantai T Minimal 30 % X'luas persil / lahan

¢. Lantai I Minimal 40% X luas persil / lahan

d. Lantai TV Minimal 509 X juas pa,rml / 1ahan

Pmﬂ#

. (L) Pemberian Terachi 11"'1 Prinsip Membangun sebagaimana dimaksud

pasal 2 yaitu didasarkan atas pertimbangan yang meliputi aspek
legnlitan, anpek sogial budaya dan aspek keamanan dan ketertiban .

(2.) Ketentuan dimakaud ayat 1 pasal ini .merupakan sam kesamon
( Kommnal ) dan tidak berdiri sendiri.

Pasgal 8

Masyarakat / Instangi / Badan Hukum yang Permohonan Persetujuan Pringip
Membanguirnya disetuyjui oleh Walikota Denpasar dapai memberikan
sumbangzn kepada Pemerintah Kota Denpasar sesuai ‘dengan Ketenhan
Peraturan Perundang - undangan yang berlaku.

Tasal 6

Hal-hal yang belum diatur dnlnm I\r.pums:m ini akan ditetapkan kemudian
oleh Walikota Denpasar

Tasal 7
Keputusan ini mulai berlala sejak tanggal ditetapkannya

Ditetapkan di ~ Denpasar
Pada Tanggal 27 Juli 20C0

A DENPASAR ,



